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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

   Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di atas, maka penulis mengambil simpulan yakni sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan 

izin investasi di Wilayah Sarbagita yakni Melalui Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada 

Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Melalui peraturan ini, 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat dan/atau Penanam 

Modal pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dan/atau penenam modal yan ingin 

melaksankan investasi di Provinsi Bali dengan memberikan 

fasilitas berupa penyedian data dan informasi, pengurangan 

retribusi, penyederhanaan danpemberian perizinan, dan 

lainnya. Pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk 

meningkatkan investasi, Pemerintah Daerah Provinsi Bali 

belum membuat kebijakan baru mengenai hal tersebut. 
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2. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali cukup 

meningkatkan realisasi investasi di Wilayah Sarbagita 

terutarama pada Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan 

Kota Denpasar Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi investasi 

di Wilayah Sarbagita menurun dikarenakan pandemi Covid-19 

yang melanda sehingga menyulitkan segala implementasi 

investasi yang akan dilaksankan di wilayah Sarbagita. 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

penulis memberikan saran yakni sebagai berikut.  

1. Perlu adanya sosialisasi kebijakan terkait kemudahan 

investasi dari Pemerintah Provinsi Bali yang telah 

ditawarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah dengan adanya OSS (Online Single Submission) 

maupun e-perizinan.  

2. Perlu adanya kegiatan expo mengenai sumber daya alam, 

budaya, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Provinsi Bali guna menarik minat investor dan wisatawan.    

3. Perlu adanya penyesuaian kebijakan di level daerah yang 

dibentuk oleh Pemerimtah Provinsi Bali guna memudahakan 

investasi di Provinsi Bali khusunya kawasan metropolitan 

Sarbagita sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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4. Perlu adanya pengembangan sektor lapangan usaha 

khususnya lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebagai 

upaya peningkatan PDRB di Provinsi Bali. 
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